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PENUTUP

Kesimpulan

1.

Peran Komisi Penyiaran Indoneisa yang didasari pada kesadaran
masyarakat dalam kebebasan mendapatkan informasi dan semakin
majunya teknologi dalam mendapatkan atau memberikan informasi,
peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
merupakan Lembaga Negara independen yang dibentuk untuk
mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan dalam rangka memenubhi
hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat dan
berimbang di dalam penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Sumatera Barat termasuk dalam organ Undang-Undang karena
Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk oleh undang-undang.
Independensi kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia tercermin
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa KPI merupakan Lembaga
negara Yyang Dbersifat independen mengatur hal-hal megenai
penyiaran.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan olenh KPID Sumatera Barat
dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku, bentuk pengawasan
dilakukan secara langsung maupun melalui sidak oleh pemantau,
laporan masyarakat dan melalui pengawasan secara tidak langsung
melalui monitor yang ada di kantor KPID Sumatera Barat. Hasil

pengawasan diberikan kepada komisi untuk ditindak lanjuti dan



akan diberikan surat teguran bagi program yang melakukan
pelanggaran.

Bentuk sanksi-sanksi yang diberikan olen KPID Sumatera Barat
kepada Lembaga penyiaran lokal daerah Sumatera Barat
dikarenakan kelalaian Lembaga penyiaran dalam menyaring
tayangan yang akan ditayangkan di televisi yang kemudian

ditayangkan kepada masyarakat.

B. Saran

1.

Perlu dilakukanya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran agar memperkuat kewenangan, tugas, dan
kewajiban ataupun posisi kelembagaan KPI yang di pusat atau
daerah provinsi. Diperlukan peningkatan efektifitas fungsi bagi
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sehingga fungsi Komisi
Penyiaran Indonesia tidak sebatas memberikan rekomendasi yang
tentunya dapat dijalankan atau tidak oleh Lembaga penerima
rekomendasi yaitu Kementrian Informasi dan Informatika.
Pemerintah bisa berganti setiap 5 tahun namun regulator yaitu KPI
tetap berjalan tanpa dipengaruhi oleh perubahan politik, sedangkan
pemerintah mengutus insfrastruktur penyiaran dalam perlindungan
penyiaran konten budaya lokal.

Diharapkan membuat program pengawasan yang lebih maksimal
dan melengkapi peralatan pengawasan sehingga setiap pengawasan
dilakukan semakin maksimal. Televisi lokal dalam menayangkan

program acara harus memenuhi aturan yang berlaku dalam



penyiaran sehingga tidak ada peraturan yang dilanggar serta
diharapkan kepada Lembaga penyiaran lokal Sumatera Barat untuk
lebih teliti lagi dalam memeriksa konten yang akan ditayangkan
kepada masyarakat sesuai ketentuan-ketentuan yang ada pada

undang-undang yang berlaku.



